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ABSTRAK:  bahwa dalam rangka menindaklanjuti pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum  Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah di Sekretariat  Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, 

perlu membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli; 

bahwa Pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, 

ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli; 

 

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli ini adalah: 

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II 

dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara 

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122); Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355); Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Undang-Undang Nomor 



14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5767); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Pemerintah 

Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4890); Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 

Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Negara sebagaimana 

telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004, dan 

terakhir diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010; 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi 

dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 

2008; Praturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat 

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 1153); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 320); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 

tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 

 

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Bangli Nomor 755/PP.02-Kpt/5106/KPU-Kab/X/2019 

Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli.  

 

CATATAN: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 16 Oktober 2019 

 

 

 

 

 


